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GUBERNUR SUMATERA UTARA

Menimbang :

Mengingat

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBERIAN KERINGANAN

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

a. bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan ' Daerah

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan
Gubernur dapat memberikan keringanan,
pembebasan dan insentif pajak;

bahwa dalam rangka stabilitas harga bahan bakar
kendaraan bermotor antar daerah di Sumatera Utara, perlu
diberikan keringanan Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pemberian Keringanan Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);



Menetapkan :

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
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Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Tarif Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor. ;

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daeranh Provinsi Sumatera
Utara Nomor 8)

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1j;

8. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahuin 2011 Nomor 22};
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.
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Pasal 1

Keringanan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah
sebesar 50% (lima puiuh persen) dari besarnya taril Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor yang ditetapkan.



Pasal 2

Kepala  Dinas  Pendapatan  Provinsi Sumatera Utara
melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaiuasi
pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi
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Pasal 4
Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

nanorindanoan Doratiirgn Gu:b int Aonoan anarmnatlrannra

DM OTINM IO TNTNTY T11horriir 1 [efaS oW ooV vy tlranns
AFU R X LA IRACREITCEEY & L B E RILARSU I RINAE 288 LA LRSI PRI EIUBIRRSCR LNl v A
kY L= L= L4 i

dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 10 Juli 2012

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan

pada tanggal
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SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,
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NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2012 NOMOR A&



